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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar (grund norm), paket 

undang-undang keuangan negara, Undang-Undang No. 10 tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan 

Pemerintah  tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal 

Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas sesungguhnya telah 

memberikan kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara 

di lingkungan BUMN Persero yakni bahwa keuangan di lingkungan 

BUMN Persero adalah keuangan negara. Alasan yang 

mendasarinya adalah pertama, makna keuangan negara dalam 

ketentuan konstitusi (UUD 1945) tidak hanya mencakup APBN yang 

bersifat tahunan melainkan juga keuangan negara dalam bentuk 

lainnya sesuai ketentuan Pasal 23 C, yang diarahkan demi  

terlaksananya pengelolaan keuangan negara yang  mengedepankan 

prinsip transparan, akuntabel, dan kehati–hatian, dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945); 

Kedua, beberapa ketentuan dalam paket undang-undang keuangan 

negara seperti  Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 
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tentang  Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara dan Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo. 

UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

mengatur secara jelas dan tegas cakupan keuangan negara yang luas, 

yakni termasuk kekayaan yang dipisahkan di lingkungan BUMN 

persero; Ketiga, Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan 

Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 

diberikan kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Keempat, Fatwa MA No. 

WKMA/Yud/20/VIII/2006  tertanggal 16 Agustus 2006 yang sering 

kali diklaim sebagai landasan hukum yang mempertegas status yuridis 

keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai bukan 

keuangan negara, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena 

bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sah dan mengikat secara umum di Indonesia, 

beradasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 24 A ayat 

(1) UUD 1945 tentang wewenang MA.   Penulis berkesimpulan bahwa 

kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan 
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BUMN Persero telah terpenuhi yakni bahwa keuangan di lingkungan 

BUMN Persero adalah keuangan negara.  

2. Tindak pidana korupsi yang mengandung unsur keuangan negara dan 

kerugian keuangan negara adalah satu dari tujuh jenis tindak pidana 

korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana 

korupsi itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan rumusan 

delik formil, di mana adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 

dipenuhinya unsur-unsur delik yang dirumuskan, bukan dengan 

timbulnya akibat. Kerugian negara dalam rumusan kedua pasal ini 

tidaklah mutlak harus terjadi, namun tetap menjadi penting untuk 

perbuatan hukum yang in potentia akan menimbulkan kerugian negara. 

Berdasarkan delik tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hal 

kerugian keuangan negara, penulis berkesimpulan bahwa status yuridis 

keuangan keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara hanya 

membawa implikasi bagi penyelesaian tindak pidana korupsi yang 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.  Implikasi lainnya adalah 

bahwa kerugian negara in actu dan in potentia dalam pengelolaan 

keuangan negara di lingkungan BUMN Persero akan menimbulkan 

tanggung jawab pada direksi dan komisaris sehingga dapat dituntut 

dengan ketentuan  Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 

jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi jika unsur-unsur delik telah terpenuhi tanpa harus dibuktikan 

terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara.  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 

Kepastian Hukum Tentang Status Keuangan Negara Negara di Lingkungan 

BUMN Persero dan Implikasinya Terhadap Masalah Kerugian Negara dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, maka penulis menyarankan beberapa hal:  

1. Para sarjana hukum, aparat penegak hukum, eksekutif dan stake holders 

(para pemangku kepentingan) yang masih menyatakan adanya 

ketidakpastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan 

BUMN Persero hendaknya berupaya untuk memiliki kesadaran intelektual 

dalam bidang hukum bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan 

di Indonesia sangat mengakomodir hak intelektual setiap orang untuk 

mengemukakan pendapat dan analisis konseptual tentang produk hukum 

tertentu,  tetapi pegangan yuridislah yang harus dipergunakan dalam 

penegakan hukum yakni hukum positif yang berlaku, bukan analisis 

konseptual yang sering kali didasarkan pada kepentingan tertentu, yang 

dapat membawa dampak buruk bagi kesejahteraan rakyat dan 

perekonomian negara. Pemahaman tentang Pasal 4 ayat (1) UU BUMN 

yang sering dijadikan landasan hukum konsep mereka tentang keuangan di 

lingkungan BUMN Persero bukan merupakan keuangan negara, 

hendaknya diarahkan untuk dimaknai secara tepat dalam konteks paket 

undang-undang keuangan negara dan Pasal 23 ayat (1) dan 23 C UUD 
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1945 yakni bahwa keuangan di lingkungan BUMN Persero adalah 

keuangan negara. 

2. Aparat penegak hukum dan para stake holders (pemangku kepentingan) 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan 

BUMN Persero harus berani dan tegas menyatakan bahwa keuangan 

negara di lingkungan BUMN Persero adalah keuangan negara sesuai 

dengan ketentuan konstitusi dan paket undang-undang keuangan negara 

sehingga kerugian di lingkungan BUMN  Persero adalah juga merupakan 

kerugian negara. Mereka juga hendaknya berani dan tegas menyatakan 

bahwa direksi atau komisaris atau pun pihak-pihak tertentu di lingkungan 

BUMN Persero dapat juga dikenai pertanggungjawaban hukum dengan 

menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi selama dipenuhinya unsur-unsur delik yang diatur 

dalam pasal tersebut. Paradigma lama yang sering mengedepankan 

pembuktian tentang jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh 

tindakan direksi dan komisaris BUMN Persero sebagai syarat bagi 

digunakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 

2001 tentang Pemebarantasan Tindak Pidana Korupsi harus ditinggalkan. 

Paradigma yang harus digunakan adalah paradigma UU No. 20 tahun 2001 

yang bruapaya menyelamatkan negara dari praktek tindak pidana korupsi 

dengan mengutamakan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagai syarat 

adanya tindak pidana korupsi. Paradigma ini sejalan dengan legal will 

yang tertuju pada pencapaian kepentingan yang lebih besar dan lebih luas 
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yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan 

negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

yakni memajukan kesejahteraan umum. Hal ini penting demi tercapainya 

tata kelola keuangan negara yang terbuka, akuntabel, hati-hati dan selalu 

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

3. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, penulis 

menyarankan adanya perubahan penjelasan tentang status yuridis 

keuangan di lingkungan BUMN Persero dan penambahan ketentuan Pasal  

yang mempertegas lagi status keuangan negara di lingkungan BUMN 

Persero dalam peraturan pemerintah, sehingga terjadi harmonisasi dan 

sinkronisasi dengan UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan 

negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 

Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 

dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini 

dilakukan demi menjamin pengelolaan keuangan negara di lingkungan 

BUMN Persero yang mengedepankan akuntabilitas, profesionalitas, 

transparansi dan kehati-hatian.  
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